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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 

ME,inimbanq 

Mengingat 

. . 
BLORA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 14 TAHUN 1998 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor .20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja.k Daerah Dan 
Retribusi Daerah. maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Blora tentang Pajak baerah dan 
Retribusi Daerah perlu disesu~ikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana 
dimaksad huruf ~ diatas. maka perlu menyusun d~n 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora tentang Retribusi Tempat Rekreasi 
Dan Olah F.'.ag,:1. 

l. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Pemerintahan Di Daerah (lemba~an Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tan~ah~n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 
Acara Pidana (Lembaran 
Tahun 1981 Nomor 76, 

Tahun i981 tentang Hukum 
Negara Republik Indonesia. 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwi­
sataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1990 
1-cic-•111.-"1 r·· -:,: 1. ,;i·7 ) , · I "'i -.1 -..... .-..~J,;,1 .,.. ~ :s 

5. Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak 
Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);@ 



Dengan 
Tingkat 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 fahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturar1 
Daerah Perubahan; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah 
tentang Pajak Dan Retribusi Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi 
Daerah; 

13. Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomo1- 43 Tahun 1998 
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi 
Daerah Tingkat I dan Oaerah Tingkat II. 

15. Peraturan Oaerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Seba­
gian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada 
Daerah Tingkat 11 (Lembaran Daerah Propinsi Dae1-ah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75 Seri D 
Nomor 73); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daeral1 
Tingkat II Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 
4). 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
II Blora 

M E M U T U S K A N 

Daerah 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BL_ORA 
TENTANG RETRlBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora; 



b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Blora; 

c. Kepala Daer·al, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora; 
d. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Persil/bagian/bangunan baik 

terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk rekreasi dan olah 
raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah; 

e. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga yang selanjutr,ya disebut 
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
pelayanan dan pemanfaatan/penggunaan fasilitas ten,pat rekreasi 
dan olah raga yang disediakan. dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah ; 

f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu; 

g. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 
melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
menurut Peraturan Daerah; 

h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
terutang; 

i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa 
Pemerintah Oaerah; 

dari 

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutr,ya 
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 
retribusi daerah yang terutang; 

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang 
ditetapkan; 

l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
administrasi berupa bunga dan atau denda. 

BAB II 

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

disingkat 
dan atau 

yang 
yang 

te1ah 

STRD 
sanksi 

Nama Retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga. 

Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah setiap 
tempat rekreasi dan olah raga. 

pemanfaatan/penggunaan fasilitas 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yar,g meman 
faatkan/menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi ini termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 



CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Tingkat penggunaan Jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah, lokasi/ 
tempat, waktu penggunaan serta fasilitas yang tersedia. 

PRINSIP PENETAPAN. STRUKTUR DAN BESARNYA 
Tr;RJP f-,;ETRlf:3U'.3l 

Pasal 7 

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya adminis­
trasi. pembangunan, perawatan. penyusutan, kebersihan. pengaturan 
dan pemb:i nr:i.a.n. 

Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalan1 
Lampiran Peraturan Daerah ini. 

B () 8 VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRO atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Pemungutan retribusi pada prinsipnya tidak dapat dialihkan 
kepada pihak ketiga/diborongkan. 

(3) Retribusi terutang dalam masa retribusi. terjadi pada saat 
memanfaatkan/menggunakan tempat rekreasi dan olah raga. 

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan 
Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara brutto. 

Pasal .1.0 

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. 

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud 
j ~?la.~;~ t:>~:~ n<~l r-· <:ii.:l n .1. E~ n·J f.-:~i.:lf) serta ditandatangani 
h:etr~ibu~;i atau ~;ua:::~anya ,, 

di i:,:;i 
olE:>·h 

(it~n,.JEt n 
l,IJaj ib 

(3) Bentuk. isl dan tata cara peng1s1an SPTRD ditetapkan oleh Kepala 
Daera.ri. 

Pasal 11 

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah. 

TATA CARA PEMBAYARAN 



ft 

(1) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah saat terutang. 

(2) SKRD. SKRDKB, SKRDKBT. STRD. Surat Keputusan Pembetulan. Surat 
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 
retribusi yang harus dibayar bertambah. harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bl1lan sejak tanggal diterbit­
kannya, 

(3) Kepn.Ja Daerah ata~;; permohonan ~,;ecai·n. ttir--tu1is ,:/alarn ne.1·,n.::;c:.1 
Indonesia dari Wajib Retribusi, dapat memberikan pers2tujuan 
!,.:epada l/1laj ib Retr·Ibu::::.i untul-.:: men•Jangsur ata.u mei·,,_inda pembayarai·1 
retri-busi dengan dikenakan bunga zebesar 2 
::c;ct:iap bulan .. 

( .. q. ) l. €Jt::a. c~a. r·a. f)errit)E{Y' a. r·EJ. r-1 ~ tc~ilt{:)D. t:. t: .. ~(?rnt)D.y· a. r-· c:1 i .. , ::1 {)i~~~ r1 u rri::.:lrJ.c'J. n ~)E~rnl):::1. y Et i' .. a. ri 
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

\l I I I 

TATA CARA PENAGIHAN 

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKGT. 3TRD. 
Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan Kebenaran dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib 
Retribusi pada waKtunya dapat ditagih dengan Surat PaKsa. 

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan p,:,i·-undan,J·-undangan yan•J ber·la.f-;;u .. 

Pas,si.1 J,1 

(1) Penagihan retribusi~ kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 
3 (t:iga) tahun terhitung sejak saat terutangnya rctribusi. 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindaK pidana di 
bidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihail retribusi sebagaimana dlmaksud ayat (1) 
pasal ini, tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi balk lang­

sung maupun tidak langsung. 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
YANG KADALUWARSA 

(1) Piutang retribusi yang t:idak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. 



f<epala. 
Daerah 
inL 

Daerah menetapkan f<eputusan Penghapusan Piutang Retribusi 
• - , , " J - I.. I . ,. ,.) ,. } ,. .. ., •'" • .,. r• I.- • ,., ,. .C ~) .• •· f . C" •·j ,., ·t-- (' } ") . ... - "j ydnS:l ~:,U(Jdff f<,dt. .. id .. UWdf ,:,d. ~:,~~,1~>cl.·'::jd.J. • . .i.1.!Dd. <,,c:,,IJ, .• a.y,:x,. .... . pa~.d .. 

SANKS! ADMINISTRASI 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang 
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pa.sal 17 

(1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetap­
kan oleh Kepala Daerah. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. dilakukan oleh 
Inspektorat Wilayah Kabupaten Blora. Bagian Ketertiban dan 
Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah. 

(3) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dan ayat (2) pasal ini. diberikan biaya operasional yang 
besar dan pembagiannya, diatur dalam Surat Keputusan Kepala 
Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah 1n1. 
dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 

P E N Y I D I K A N 

Pa:3aJ J.9 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidlk untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HL1kum 
ncara Pidana, 

6 



(1) 

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1n1. 
adala.h :: 
a. Menerima. mencari. mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau 

laporan berk.ena.an dengan ti.ndak pi.dana di bidanq retr·ibu~,;i 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. Meneliti. mencar1. dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah­
ter~c.ebut; 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
da.E3rah; 

d. Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan. pencatatan. dan dokumen-dokumen lain. serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. Memi nta bantuan tena•;i,,1. a.hl i dalarn rangka pelak::sanaan tuqas 
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. Menghentikan penyidikan; 
k,. Melal•;u!s;an ti.nd,::i.l✓-:an la.in yang pei"lU untuv-; 1-.::elancar,an 

kan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut 
pen'/ id :i ·-·· 
hu~;um. 

Or ''lY i .-1 i k' .-- CI.- "\ ·-- ,_., .; rr1 ,, ''l "' .... , ., rfl ,_, t,, .... l' -J ,., ·y "j t (' 1 ) !" ,, ,::: ,, 1 .c ··1 .l• ITl'" l'nl-..=1- 1· t ,, l"'1 1 k ,. n ,· •::.:, .• • ... , ... ,, .,c.,,.:'.U,: S:l'·"'··' n, c, qA ,:,.,•.,.~:, ,(.~ "'·· ,:. ... ,...... .>c, ... :>o ... J, .. • ,:, ,,,~ . ···"'· , .. a d 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidi.kar,nya 
kepada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

KETENTUAN PENUTUP 

Hal-hal yang belum diatur 
rnengenai pelaksanaannya 
Daera.h. 

dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
akan di.atur lebih lanjut oleh Kepala 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daeiah 
f<.abupa.ten Daer·a.h Ti nghat I I EllOi·--a. Nomor l Tahun 1r:>:J::3 tent.?J:,:a 
Pengelolaan nelangqa.n,J F:emaja '' f'Zolonel Sunandar (1 .. c,mbaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1988 
:'~_~P.,,1-·."1. r:, l,J,--1 .. flf'••·· 'l) .. J,.,.r··, r'.lh•.•·--,·tt...11·•1·--, n,,.,...,-.,,1-. k'c,l•)III')' ,_.,·t•,-,,·-. [")•1 ~·-·--·3.'··1 ·•r·' .... ·· 1····,·1-,,,._ LJ I,-..) .. )I .,.. !,.Ar;.., !''~~~,(~.I,,. (~,I, , .. ,..c:,.,,:;~.~, ~~), I 1 .. c~.1.k •,,ip (~J, --~-:;I I (:),l..:~r C j J [1 1;;:Jr\o, .,. 

II Blora Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Taman Tirtonadi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 20 
Tahun 1993 Seri B Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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,,, 

"•,·"',. p 
-~! '-,:· 

(3) Par■turan Da■rah inf muJai berl ■ ku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar supaya setiap orang dapat 
pengundangan Peraturan Daerah ini 
lembaran Daerah. mengetahuinya, memerintahkan 

dengan penempatannya dalam 

Ditetapkan di Blora 
~al 29 Oktober 1998 

DAERAH ~ ~ DAERAH TINGKAT II 
. I BLORP, ,~ 1/J)F~A ,... 

~ 
l II. 

_;:$;::;/WP1HYU 

1'~ 
\ 

HARDJOPRAWIRO. MBA 

DISAHICAN 

f 

1 Mesul r Ke utusan Mentetl Da •• 
l&oittaa PR bli} Indono..!},f _ ~ 

~.J l ;33..:.~.~,(}Tgl.: ... (:J(.:;.;J.-~-1'-
N-. r••7- Difektorat Jenderal 

' Dan Otonorni Daerah Pen,erintahan Umum . h 1ri~cah, 
J>u-ektu.r Pombinaan Pemennta a . . 



ft 

PERATURAN DAERAH KAGUPATEN OAERAH TINGKAT II BLORA 
NOMOR 1~ TAHUN 1998 

RETRIRUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

I. PENJELASAN UMUM. 

3e:t.uai ·:Jenqan Undanq·--undan-;J t···J.omor- 5 Ta.hun 1974 tei,t:ang 
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupaKan sumber pendapatan daerah. agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya. yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah 
tangqanya send1r1. 
Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi 
sumber pembiayaan bagi pehyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan Kesejahteraan ma­
syarakat. Oleh Karena itu. diperlukan ketentuan/landasan hul~um 
yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II 
khususnya Pemerintah Kabupatsn Daerah Tingkat II Blora dalam hal 
pemungutan r(}ti--ibu:::.:i. 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi 
di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang 
di.maksud. 

Eer--de .. s.::-J.ri<an Pei--atur·an F'emei--inttth t--J.ornoi· 20 T.Jhu:·1 1-;.,r:,7 
tentang Retr:ibusi Daerah yang merupakan peratura~ pelaksanaan 
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Tcmpat Rekrea­
s1 Dan Olah Raga ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi 
daerah. Dalam rangka menjamin ket2rtiban dan pelayana11 kepada 
n1a.::~: :/<tt r·t:1 l<t::t t \.' iJ r1•9 n·1c~ni:.1 r:-f a.t::1. i.: ha. r1 1/n1c~ ng,;J u r-1~1 f{~c:1 n fa.::::~ i l i t:c:t~::. tc:tT1r)c:1 t. r ~? ... 

kr·ea:::;i da.n olal·1 ra 1Ja, ma!<:a. d:i.perl.ui,:;an penqa.tur·an i··eti·ibu::;;inya 
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pa::;al l l·1uruf a :::./d; c:ukup j,1:1la:::;,. 
hur uf h 

Pasal l huruf j s/d 
hur· uf 1 

Retribusi yang pembayarannya denqan 
menggunakan SKRD masa retribusinya l 
(::-;;atu) bulan, 

- Retribusi yang pernbayarannya dengan 
menggunakan dokumen lain yang dipersama­
kan dengan SKRD masa retribusinya 
har:i.an, 

Cukup jelas. 

9 



Pasal 6 s/d Pasal 8 

Pa~;;a.l 9 ayc1.t (.l) 

Pasal 9 ayat (2) 

Pasal 9 ayat (3) 
:'~;/d ayat ( 4) 

Cukup jela,;:.,, 

Obyek F,:et:r-ibusi Tempat Rel--xea.~~.i Dan Olah 
naga rneliputi : 
1. Penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi; 
2. Penqqunaan/pemanf a,il.tan t.o.nah/banqur1an; 
3. Penggunaan/pemanfaatan tempat olah raga 

dan fasilitasnya. 

Yang dimaksud dengan Sadan adalah suatu 
bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Ter·bEi.ta:::;, Per·s~:i,·oan f<.omand:iter·, Per·::c;eroan 
lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa­
pun. persekutuan. perkumpulan. firma. 
kongsi. koperasi. yayasan atau organisasi 
yang sejenis. lembaga, dana pensiun~ 
bentuk usaha tetap serta bentuk badan 
u::;;aha. J.ainnya .. 

yang dimaksud dengan jasa usaha adalah 
kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang. 
fasilitas. atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati orang pribadi atau badan 
dengan menganut prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat disediaKan oleh sektor 
'.:,;wa~:ta.; 

Yang dimaKsud dengan dokumen lain yang 
diper~;arnar-:E~n ant(tra la:in berupa f,:arci:::·. 
masuk. kupon. kartu langganan. 

'•{ a. r1~J (.1 i fflE{ J.--~~~;. U(1 (1;S} (:•JE{ (I t:. :i. (li-l fi~ (iE¾,()t:l t: (i it)() i'"' () rr·] ... 
han ada1ah bahwa. :'~;el ur1.J.h p1·0:~';ei', 1-.::egiatan 
pernungutan retribusi tidak dapat diserah­
kan kepada pihak Ketiga. Namun dalam 
pengertian ini bukan berarti bahwa 
Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama 
dengar1 pi.haf,; k,":'!tiga. Dengan :;;:.anga.t '.::;elek--· 
tif dalam proses pernungutan retribusi. 
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama 
dengan badan-badan tertentu yang karena 
profesionalismenya layak dipercaya untuk 
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu­
tan jenis retribusi secara lebih efisien. 
Kegiatan pernungutan retribusi yang tidaK 
dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan perhitungan besarnya 
retribusi terutang. pengawasan penyetoran 
retribusi dan penagihan retribusi. 

10 



Pasal 10 ayat (1) 

Pasal 10 ayat (2) 
' I t (' ,: .) :'?,/ o aya·:. ,,·,.J 

Pa:;;;al 11 :';;/d 
Pasal 14 ayat (1) 

hur·uf b 

- Kewajiban untuK mengisi SPTRD berlaku 
bagi wajib retribusi yang menggunakan 
jas;a pelayanan perr,erintah Da.erah secar·a 
terus menerus. periodik dan berlangga­
nan. misal : bulanan. tahunan. 

- Bagi wajib retribusi yang menerima Jasa 
pelayanan secara langsung dan tidak 
periodik, tidak diwajibkan untuk mengisi 
SPTRD dan pembayaran retribusi dapat 
menggunakan Karcis dan dokumen lain. 

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, 
kadaluwarsa penagihan di hi tung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran terse­
but .. 

-· Yart'.J dimal,s;s;ud dengan pE:inqa.k:uai·1 utanq 
retribusi secara langsung adalah wajib 
retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang retribusi dan 
belum melunasinya Kepada Pemerintah 
Da.f,irah ... 

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang 
secara tidak langsung adalah wajib 
retribusi tidak secara nyata-nyata 
lanqs1.1nq menyata~;an ba.h\,•,JEl. ia menqahui 
mempunyai utang retribusi kepada 
Pemer-i r1t,1h Daerah .. 

Pasal 15 s/d Pasal 19: Cukup jelas. 
1 , I ':ii·· ( ,,, ) 
(~' .) (::.,. ,,. ~ .(~ .. 

Pasal 19 ayat (3) Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut Umum 
adalah menyerahkan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 
Polri .. 

Pasal 20 

-------000000-------

ll 
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L.ampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Ti ngkat II fJJora Nomor 14 Tahun 1998 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi 
Dan Olah Raga. 

TARIP RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 

NO. : TEMP/'.'1 T REKREAS I DAN OU'1H RAGA 
SERTA FASILITASNYA 

BESARNYf'.l 
RETRIBUSI 

KETERANGf'1N 

1.: 
I. TEMPAT REKREASI : 

A. Taman Hiburan Tirtonadi. 
1. Masuk Taman Tirtonadi. 

- Untuk umum. 
- Pelajar/mahasiswa. 

2. Untuk penyelenggaraan Pasar 
MaJam. 

3. Sewa tanah per m2. 
4. Sewa tanah per m2 untuk 

jangka waktu sebulan. 
5. Sewa tanah per m2 untuk 

jangka waktu setahun. 
6. Sewa bangunan per m2. 
7. Sewa bangunan per m2 untuk 

jangka waktu sebulan. 
8. Sewa bangunan per m2 untuk 

jangka waktu 1 tahun. 
9. Untuk penyelenggaraan per-

tunjukan kesenian. 1 

10. Untuk acara pertemuan,reuni,: 
ulang tahun, perpisahan dan 
lain-·lain. 

11. Untuk kegiatan yang dise -
lenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

8. Taman Rekreasi Sayuran. 
l. Untuk menyelenggarakan per -

Hp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp .. 

Rp. 

tunjukan. Rp. 
2. Sewa tanah per m2 Rp. 
3. Sewa tanah per m2 untuk Rp. 

jangka waktu sebulan. 
4. Sewa tanah per m2 untuk Rp. 

jangka waktu setahun. : 
5. Sewa tanah untuk Agro Wisata: Rp. 

per m2. 

C. Taman Sarbini. 
1. Untuk menyelenggarakan 

Malam. 
2. Sewa tanah per m2 
3. Sewa tanah per m2 untuk 

jangka waktu sebulan. 
4. Sewa tanah per m2 untuk 

jangka waktu setahun. 

I 
I 
I 
I 

Pasar: 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

3. 

500, ... 
250,-

400.000,-
400,-
200,-

100,-

750,-
300, ... 

150,-

75.000,-

25.000, ·-

100.000,-
2 50, .. 
100,-

50,-

200. 000, --
500, -
200,-

4. 

Sekali masuk. 
Sekali masuk. 

Setiap hari. 
St':tiap hari. 
Setiap had. 

Setiap hari. 

Setiap hari. 
Setiap hari. 

I 

Setiap hari. : 
I 
I 

3ekali pakai/hari.: 
I 
I 

Sekali pakai/hari.: 

Tidak dipun,;;iut 
biaya. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Sekali pakai/hari.: 
Setiap hari. 
Setiap hari. 

Setiap hari. 

Setiap hari. 

Setiap hari. 
Setiap hari. 
Setiap hari. 

Setiap hari. 
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1. : 

II.: TEMPAT OLAH RAGA: 
A. Kolam Renang Sayuran. 

' I 
' I 
I 
I 

' I :s. 

' I 
I 
I 

:c. 

1. Masuk Kolam Renang 
- Perorangan. : Rp. 
- Rombongan Minimal 20 orang: Rp. 
- Langganan untuk klub / per: Rp. 

kumpulan renang minimal 1s: 
orang. 

2. Sewa Peralatan Renang 
- Pakaian Renang. 
- Kaea Mata Renang. 
- Ban/ Pelampung. 

3. Penitipan barang/pakaian. 
4. Parkir 

- Mobil. 
- Kendaran bermotor. 
- Sepeda. 

GELANGGANG REMAJA KOLONEL 
SUNANDAR " 
1. Untuk pertandingan 

a. Siang hari. 
b. Malarn hari. 

2. Untuk latihan rutin beregu. 
a. Siang hari. 

b. Malam hari. 

3. Untuk penyelenggaraan per­
tunjukan yang bersifat ko­
mersial : 
a. Siang hari. 
b. Malam hari. 

4. Untuk perhelatan. 
a. Slang hari. 
b. Malam hari. 

5. Untuk reuni, perpisahan dan 
ulang tahun. 
a. Siang hari. 
b. Malam hari. 

6. Untuk kepentingan Dinas, Or-: 
ganisasi Sosial/Keagamaan. 
a. Siang hari. 
b. Malam hari. 

7. Sewa bangunan per m2. 
8. Untuk acara-acara yang dise-: 

lenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

STAOION KRIOOSONO / RONGGOLAWE 
1. Untuk pertandingan yang ber 

sifat komersial. 
2. Untuk penyelenggaraan per- : 

tunjukan yang bersifat komer: 
sial : : 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

- Berasal dari dalam Oaerah.: Rp. 
- Berasal dari luar Daerah. Rp. 

3. Untuk kepentingan yang ber-
sifat sosial. Rp. 

4. Untuk latihan olah raga 
beregu/rutin Rp. 

4. 

1.000.-
750,-
500,-

Sekali masuk/orang: 
Sekali masuk/orang: 
Sekali masuk/orang: 

1.000.­
soo.-
500,-
500,-

500,-
250,-
100,-

I 
I 
I 
I 

40.000,-: 
1s.ooo,-: 

I 
I 

Sekali pakai. 
Sekali pakai. 
Sekali pakai. 
Sekali titip. 

Sekali titip. 
Sekali titip. 
Sekali titip. 

Sekali pakai. 
Sekali pakai. 

' I 
10.000.-: 

I 

' 

Empat kali latihan: 
per lapangan/bulan: 

20.000,-: 
' I 

Empat kali latihan: 
per lapangan/bulan: 

' I 
I 
I 
I 
I 

100.000.-: 
100.000,-: 

I 
I 

Sekali pakai. 
Sekali pakai. 

100.000,-: Sekali pakai. 
100.000,-: Sekali pakai. 

I 
I 

50.00o,-: Sekali pakai. 
so.ooo,-: Sekali pakai. 

I 
I 

25.ooo,-: Sekali pakai. 
25.ooo,-: Sekali pakai. 

soo,-: Setiap hari. 

' ' 

Tidak dipungut 
biaya. 

75.ooo,-: Sekali pakai. 
I 
I 

350.000,-: Sekali pakai. 
I 

' 2s.ooo,-: Sekali pakai. 
75.ooo,-: Sekali pakai. 

' I 
20.000,-: Sekali pakai. 

I 
I 

10.000 Empat kali latihan: 
per bulan. 
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1. : 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

:o. 

5. Untuk kepentingan Upacara / 
Lomba yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

LAPANGAN TENIS PRINGGONDANI. 
1. Untuk pertandingan 

a .. Siang hari. 

b. Ma lam hari. 

2. Untuk latihan setiap regu 
( maksimal 6 orang) 
a. Siang hari 

b. Malam hari (jam 17.30 
s/d jam 22.00). 

U HARDJONO 

AERAH 
Bl.ORA 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

,.., 

' I 
I 
I 
I 
I 

' I 
so.ooo,-: 

I 
I 

100.000,-: 

4. 

Tidak dipungut 

Sekali pakai/dua 
lapangan,, 
Sekali pakai/dua 
lapangan. 

25.ooo.-: 4 kali latihan se : 
: tiap bulan / 2jam/: 
: satu lapangan. 
I 
I 

so.ooo,-: 4 kali latihan se : 
tiap bulan/ 2 jam/: 
satu lapangan. 

HAROJOPRAWIRO, MBA 


